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ABSTRAK
Tlis study aintetl to detennirre the cnuse of failure to achieue accelerntion of lard
registration, tlrc leoel of public tmderstundbrg oJ tlrc inryortnnce of Lnnd riglis certificates
nnd the extent of deaelopntent of lttntl registt'Lttiott stiptrlatcd in Goaentnrcnt Regtrlntion No.
24 of 7997, otlrcr than tlrc grmfiing cet'tain rights in lnrtd in Sytecinl Regiorr of yogyakartn
This study Lnes a qualitntioe nTtltronch, so thnt the resenrch is intentletl to collect datn from
respondentsbothfromtlrcpttblicnndft'ontngenciesoJNntionnLLmrLlAgencyofyogqnknrtnprortince.
The restLlts shoitted thnt there nre seuernl fnctors thnt hinder tlte Ttrt'tces-< o,f ltrtd registrntiott irt
Yoglnkartn Specinl Prooince n nnt ely :
1. Lnclt of inforttt,ttion giuen to the Tnrblic.
2, InatletTtLnte facilitie s
3. A lirnited nutrtber oJ exe cLrtioe porllcr.
Pendahuluan
Dalarn pembatreunan nasiotral pelanarr tanah baei pemenuhan berbagai keperllalr
akan rlenitlgkat baik ut'ltttk keperluan iremukimirn ix.rLlpun l<egratar-r usala.
Sel-rubungan dengan itu aki:n nreuingkat p,_rla keb,-riul-ran al<a1 clr:kr_rngan larnipankepastiar-r ]rukum di bidarrg pertanahan. Sejain itr-r rialam rnengl-iadapi kasr-rs-kasus
konkrit diperlukarl juga terseletrggirc'ljryc:i penrlafl.ir-;ri ian:ih \r.r!1g mcrlrunr;kir-:kil;r
baui para Pelneg;ll]g ir;rk atas iatrah unful<.ieng.lr pr,-rciah rnembr-rktil<a, irak,va atas
tanair vat]g clikuast-tittva, elan Lragi p:u;l P;11.rk r.ans berkcpc.tirrf.-rrr, septr-ti calon
pernbcli dan calon l<rcditor', r utuk .rt*per-c,.lt-:h ketcr..rr.rgai-l 
_\iili,ig ciipcr-J,ka, ,.ellgr.nai
tallal-r ya'ng akan diiaklikar,, sert.l bagi irerleiinttrh ur':trrk rlelaks.:nakan kcbijaksanaLiil
pertahanan.
Sehubutrs;ru dellgatl itti Pertrelit-ttah rnengelu;ri"kan peraturarr bar"u clalapr ralska
meningkatkan duktrtlgall vaIIEJ lt'bil"r bes;rr pacla Jrernbangr-rn;rr Nasiori;rj \,i.rrro dapat
59
rnemberikan kepastian hukum di bidang pertanahan yaitu Peraturan Pernerintah (PP)
No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftatan Tanah sebagai pengganti PP No' 10 Tahun
1961.
Meskipun PP No. 24 Tahun 1997 rnetttpakan penyempurnaan dari PP No' 10
Tahun 7967, namun ada dua hal pokok yang tetap dipertahankan yaitu tujuan dan
sistem pendaftaran tanah sebagai jaminan kepastian hukum dan cara-cara pendaftaran
tauahnya, yang pada hakekatnya sudah ditetapkan dalam pasal 19 Undang-undang
Pokok Agraria (UUPA).
Terlaksananya pendaftaran tanah diharapkan dapat memberi rnanfaat-manfaat
kepada masyarakat seperti, meningkatkan taraf perekotromian masyarakat di daeral-r
lokasi proyek, memudahkan kemungkinan memperoleh kredit dari bank dengan
sertifikat sebagai agunannya, serta menurunkan angka sengketa tanah. Di samping itu
tr-rjuan pendaftaran tanah menurut PP ini adalah untuk menghimpun dan rnenyediakan
informasi vang lengkap rnengenai bidarrg tanah dipertegas dengar-r dimur-rgkinkannya
terlihat dan terdeteksi bidang-bidang tanah yang data fisik dan atau data yuridisnya
belum lengkap atau masil-r disengketakan.
Dalam rangka n'remberi kepastian hukum kepada para pemegang hak atas tanah
dalarn peraturan Pemerintah ini diberikan penegasan mengenai sejauh mana kekuatan
pernbuktian sertiiikat, yang dinyatakan sebagai alat pembuktian yang kuat oleh
UUpA. Ultuk itu cliberikan ketentuan clalam Pasal 32 ayat (1) PP Nomor" 24 Tahun
1997 bahrt,a selama belum dibuktikan yang sebaliknya, data fisik dan data yuridis
vang dicantumkan dalam sertifikat harus diterima sebagai data 1'ang benar, baik dalam
perbuatan hukuil sel-iari-hari maupun clalam sengketa di pengadilan, sepanlang data
tersebut sesuai dengan apa yang tercantutl dalarn surat ukur dan buku tanah yang
bersar,gkutal dan menurut Pasal32 avat (2) PP ini bahwar orang tidak darpzrt menuntut
ta,^,arh yang sudah bersetifikat atas nama orang atau bada-rn hukum lain, lika selama
lirna tahun sejak dikeluarkannya sertifikat itti dia ticlak rnengafukan kebcratan secara
tertr-rlis kepada pemegang sertifikat atar-r kepada kantor pertanahan yang bersangkutan
.iaupui-r tidak nrer-rgajr,r1<an gugaltan ke Pengadil;rtr, meirgetrai ;-ret1g11asaall tanah atau
penerbitan seltifikat tersebut.
Dcrrgan clemil<ian maka rnai<na clari pemyat;tatt1, bai-xva seltifikat met'up'rakan alat
pembuktian vsrr{ l<uat llau ba}l,r,ar tujuair penci.rftarran tanai-i vang clisi:lenggarakalr-t
.,icialah clarlar:r r:a1gka niemberii<an jaminan kepastian hukum cli biclal-rg pertanah-an,
meni a t'ii t;inr pak eli-ilr di rasakan arti praktisl-ri'a'
&tetcde Peneiitian
lrer-rclekatan kualitatif digunakan tla1an-L penelitian ini dengan menggunakan
peirtlekatan analisa Yuridis bersifat deskriptif dengan dukungan data primer dan
sekrtntler )i ang beraszrl dari hasil penelitian'
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Penggunaan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini dirnaksudka. unttiklnengumpulkan data tentatlg mellgenai faktor-faktor penghambat pendaftarar-r tarrah cliDaelah lstirnewa Yogyakarta. Metode observasi partisipasi dan walt,ancara nrendalam(inLlepth interoiew) dilakuka. untuk me.cari jawaban atas sejumlah pertar.ryaan yangtelah disusun dalam bentuk pedoma, observasi clan wawancara.
Populasi dalarn penelitian ini adalah masyarakat yang mempunyai hak atas ta^ah,baik berupa Hak Milik, Hak Guna Usaha maupun Hak Guna Bangunan serta peraliha.dan pernbedaauuya. sarnpel ini dian-rbil dari masyarakat yang menjadi sampel lokasi.
sampel yang diambil rnasing-rnasirrg Kabupaten sebanyak 11 responde^, baik yang
mendaftarkan hak atas tanahnva maupull vang belum mendaftarkan haknya. Dari 11
responden setiap Kabupaten selanjutnya ditentukan secara sengaja clesa yang terdapatdi Kabupaten deugan mernpertimbangkan keterwakilan dan aksesbilitas ke kecamatandan desa, selanjutnya clitentukan lesporlden secara acak dari masing-masing desa.Dengau demikian jr-rrnlah responclen dalam penelitian ini sebanvak 54 respo^den.
sampel lokasi diambil di Daerah lstimewa Yogvakarta. Jumlah sampel lokasiditentukan dari jurnlah Kabr-rpaten di Daerah Istirnewa yogyakarta atau sebanvak 4Kabupate. da. 1 Kotamadya vang ditetapkan secara purposiue sn tpri,g.
Data yang telah terkumpul baik dari lapangan maupun dari kepustakaan,diseieksi clan ditabulasi agar tidak *renirnbulkan keragr-ran. Data yang diperolel-i clapatbersifat inforrna-rtjf da, kalau mernungkinkan juga dirakukan penganalisaa. clatatersebut dilakul<an pe,dekata, vuridis clar-r l-rrakti, d"r-rgur-r masalah per-relitia, setelah
clilakukan interprrestasi dan penclalaman lalu dilakukan penarik;rn kesimpula. da'untuk selatrjutnl'a clisajikan S€Cdrc'r. uiuh dala,r laporan peneritiarr.pe^gu1ia, secara
statistik ter-hadap penga.'ih Lllrllri, pe.clidiJ<ar-,, 
.1o, pekerjaar-r responden terhai-1apfaktor-falktor pengir;rtnbat pendaftaran tanah cli Daerah lstimer,rra yogviik:rrta jugadilakLrka,' Hal i,i bertuiuar, untuk p'ernec;rhan secara komprehensif berbagai strategi
vailg akan clilaksarlakan ltntuk mengatasi pennasalahan yang terclapat cli Daerah
I stime.tva Yo gy;rkart ir.
trembaI:asarl
a. Faktor-Faktor Pe'giiarirbat lrelal<sir*aa. pe.cl;rftar.rn,r'a,arr
lsiir:r c,,^,, ri yogv aki:rta
Propir-rsi Daerai-r
Progliitl i(erj'r Baii:rti Perlair;:r:an Nasional r.ang bertujuarn untuk meletakkar,
Iatrciasan hukuru pr.rtahanan t,agi ierciF[;1-1,1ra suatri t..rta ke]riclrip;in dalan.r lr.s_1r;11.3ft11dii'nana t'rnalr cli's'rllr1''i ilg tncrrr)rirri';.ii fur-rgsi sosial clapat puia membei:ika, nilai
eki;noit]i' he1 ilri tjiscb::L-'bk:itr karc.a ta,ah tr-:lah rnernp,nrzaija,ri,a, huklr'n bagi r:a,gnrelrpllllvaitl\ia. Jika suatLr biclang tl:ri;lh tei;iir ter:claftar: rnaka oleh Ka.tor lrerta,ahan
ak;ru diterbitkai-r sertifikat hak atas ta'ial-i;rtz'rs nanra yang mernilikinl,a. pendaftaran
hak atas tanah il"li, ctapat satu orang atarr,r beberapa orang sekaligus clan clapai juga jika
belsar-r-ril 
- sarra rnenti]ikiiil,a untr_rk ilr..rsu.rg _ rnasirtg yang ticlak terpisal_r.
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Dalam Pasal 1 butir 20 PP No. 24 tahun L997 nenyebutkan tentaug serti{ikat'
Seperti kita ketehui sertifikat tanah adalah tanda bukti hak yang kuat bagi pemilik
atau pernegang hak atas tanah di Indonesia. Pembuatan dan pengeluaran sertifikat
talah merupakan salah satur ranS;kaian kegiatan pelaksauaan Pendaftaran Tanah
di Indonesia diatur dalam UUPA dan PP No. 24 tahun 1997 yang bertujuan untuk
menjamin kepastian hukum bagi pernegang hak atas tanah. Di sarnping itu dengan
dilaksalakarr pendaftaran tanah secara tertib dan teratur diharapkan adanya suatu
administrasi dan inventarisasi pertahanan yang tertib dan teratur pula di Indonesia'
Sehingga dengan dernikian pendaftaran tanah yang tertib dan teratur akan merupakan
salah satu perrvujudan dari pada pelaksanaan Catur Tertib Pertanahan yang meliputi :
1. Tertib Hukurn Pertanahan
2. Tertib Administrasi Pertanahan
3. Tertib Penggunaan Tanah
4. Tertib Pemeliharaan Tanah dan Lingkungan Hidup
b. paldalgan Masyarakat Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam pelelksanaan
Pendaftaran tanah di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Dari l-rasil survei terhadap pandangan masvarakat tentang pendaftaran tanah
cli propinsi Daerah lstimewa Yogyakarta maka peneliti mengambil kesin-rpulan
bahrva Faktor penl,ebab parsyarakat tidak mensertifikatkan hak atas tanahnya
adalah :
1. Biaya yarng terlalu mahal
2. Proseclur yalrg berbelit-belit
3. fidak tahu dirnana tempat lnengurLlsllya
c. Faktor Penghambai Dali Pernerir-rtah clalam Pelaksanaau Pendaftaran Tanal-r di
Propinsi Daerah Istirner,t'a Yo gyakarta
- Jumlah ten.rga pelaksana yang terbartas.
Kurangnya jumlal-r tenaga baik tenaga pelaksana tlraltpr-lIl tcnaga admit'tistr"asi
cli K;rr1tor BPN Propirisi Daerah Istimer,rra Yogr.zrkarta, terutama telragir '.rl<lir, bila
clibi'ir-rdingkan rlengan luas daerah Propinsi Daerah islimer.l'a Yogv.'ikarta rr-renriiiki
Igas 3.185,80 kt12 ili terrliri atas satu kot.r dan ernpat kabr-rp;rter,, !c1ng ierbirgi lirgi
*reirjardi 78 kecarnatair dan 438 desa/kelurahan, maka ler,agir dirnaksud r-1iri',s.ikt:n
strpgat klr;lng. Demikiarr luga halnya dengan ten;rga adlrjtristrasi tr'.rtrll kul-aug
bisa rnelavapi kebutr,iftan inasvaral<at clengan bail<. Hal ini dap.rt l<ita liirirt dcngirt-l
seripgnva atau balyaknl,a kejadian-kejadian vang dapat nrengirall'tbat penclal'tat an
tapah, seperti clengan alasan karena banyaknva kt-sibr,rkan cli kantor, maka akta juai
beli yang syarartn,va knrang atar-i tidak lengkap, tidak dengau sesegera tnungkin
dikei-pbalikan l<epada si pernbuat aktar atau kep:rda lrang bers;rtrgkutarr.
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- Fasilitas yang belum memaclai.
Dengan fasilitas Vang tnasil-r sangat terbatas pada seksi pendaf taran tanah makapetugas dalam n'relakukan tugasnya banyak rnengalami hambatan terutama dalarnhal pernetaan dan pengukuratt. Dalam hal pemetaan dan pengukuran disampir-rg
memerlukan tenaga ahli juga memerlukan biaya yang tidak sedikit. Telaga ahli
atau iuru ukur den-rikian pula clengan alat ukur dirasakan masih sangat kurang.
- Kurangnya penerangan yaltg diberikan kepada masyarakat.
Penerangan rnerupakan hal yang sangat penting untuk dapat lebih menclorong
terhadap masyarakat khususnva pernilik hak atas tanah untuk mendaftarkan
tanahnya' Dengan adanva penerangan dari pemerintah, masyarakat akan menjadi
mengerti akan arti pentingnya sertifikat hak atas tanah. Kurangnya penerangandari pemerintah ini, tidak terlepas dari kurangnya dana dan tenaga dari KantorBPN itu sendiri, dan vr''alaupun acla p"r"ru.gun dilakukan secara bersarna-sarnadengan instansi laiu.
d' Perkembangan Pendaftararr Tanah Yang diatur dalam peraturan pemerintah No.24 tahuNn1997
Upaya-upaya Pemerintal-r clalam melaksanakar-r pendaftaran tanah yaitu :
1. Proyek Operasi Nasional Agr:aria (PRONA )
Proyek operasi Nasional Agraria yang disingkat dengan pRoNA adalah
merupakan suatu upaya pemerintah dengan suatu subsidi untuk rnelakukanpendaftaran tanah secara sporadik baik individual atau rnassal. U.tukpelaksanaan provek irri rnaka seluruh aparat tingkat pusat ciar-r daer:airdilibatkan' Juga keprala kecamatan, kepala desa, tokoh masyarakat dan agalna
setempat dilibatkan juga untuk mensuskseskan proyek ini. Dengan pelaksanaan
Ptotta, pemerintah memberikan rangsangan kepada pu.u p",i"gang hak atastanah agar mau mer-rsertifikatkarr tanahn\.a dan dengarr demikian juga telal_r
mernbantu rnenrrelesaikat-r dengan baik ar.lan1ra selgketatanair trapg sifatr-r,va
strategis dengan ialan rnemberikan berbagai tasilitas atau kerluclahan kepaclapara pemegang hak atas tanalt.
Penegolongan teknis peserta prona itr-r adalah barl,r,a i,.il1g dapatdiikutsertakan daiarn prona hanya terbatas pacla tiga gorongan rzaritu :
1. Golongan ekonomi ler-nah.
2. Golongan mampu.
3' Badan Hukum Keagamaan, Bad;-rn Hukun-r Sosial dan Lembaga
Penr-'1idikar.r.
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2. Layanan Rakyat Untuk Serti{ikasi Tanah (LARASITA )
LARASITA adalah kebijakarr inovatif yang beranjak dari petnenuhar-r
rasa keaciilan yang diperlukan, diharapkan dan dipikirkan oleh masYarakat.
LARASITA dibangun dar-r dikembangkan untuk mewujudnyatakan amanat
Pasal 33 ayat (3) UUD Tahun 1945, Undang-undang Pokok Agraria, serta
seluruh peraturan perundaug-undangan di bidang pertanahan dan keagrariaan.
Pengemballgan LARASITA berangkat dari kehendak dar-r motivasi untuk
mendekatkan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (BPN RI)
dengan masyarakat, sekaligus mengubah paradigma pelaksanaan tugas pokok
dan fungsi BPN RI dari menunggu atau pasif menjadi aktif atau pro aktif,
mendatangi masyarakat secara langsung. Dan, pelaksanaan LARASITA ini
telah dilaksanakan di Propinsi Daerah Istimern,a Yoglrakarta.
LARASITA menjalankan tugas pokok dan fungsi yang ada pada kantor
pertanahan. Namun sesuai dengan sifatnya yang bergerak, pelaksanaan
tugas pokok dar-r fungsi tersebut diperlukan pemberian atau pendelegasian
kewenangan yang diperlukan guna kelancaran pelaksanaan di lapangar-r.
Pengembangan dan penyederiranaan proses-proses pelayanan pertatrahatr
terus clijalankan, dengan mernbangun terobosan-terobosan baru menjadi
keniscayaan ketika kita rnengi-iaclapi kenyataan tentang tidak tercapainya
akselerasi pendaftaran hak atas tanah di Propinsi daeral-r istimewa Yogyakarta.
Terobosan pelaksar-raan LARASITA ini bukan masvarakat yang datang ke
Kantor-Kantor Pertanahan melainkan petugas BPN-RI yang dataug sarnpai
ke pintr,rpintn rumah lrasval'akat. I)engan sketna baru ini, masyarakat tidak
perlir mengeluarkan biava transportasi, tidak perlu datang ke Kautor-l(antor
Pertanahan vang ada cli pust:i kota, dan langsung tnenerima sertipikat tanpa
harus rnelalui pihak keiiga.
Kesirnpulan
llari data r,ar-rs clikurnplkan dan setelah dianalisis, tnaka dapat ditarik kesir-npulan
b.rhrr.r :
a. i'i1"rak r:rast'arakrt/Petnilik H.:k,ri;,rs iatr:lh.
Faktcr per-rvebab rnas\,iir';ikiil tid:rl-l rnensertifil<atkan lrak atas tanahtrya ercl;ilah :
1. Bia\'.t ]'ang telrlallt t-tralral
?. Prost'ciur" )/elrll berbclit-be1it
3. l'idal< iahu dimaua tctnpat rrt€ll{Ltrtlsl-rvtl
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b. Pihak pemerintah
Hambatan vallg sampai sekalang belum dapat ditanggulangi dan perlu me,dapat
;:irlTi* 
vang serius dari pihak yang berr,r,enang. Hambatar-r dimaksud adatah sebagai
Jumlah tenaga pelaksana yang masih terbatas.
Fasilitas yang belum memaclai
Biaya yang tersedia n-rasih sangat terbatas, dengan demikian berpengarul-rterhadap pelayanan daram memberikan penerangJ^ kepada masyarakat.
Masih banyaknya masyarakat yang melakukan jual beli atar-r peralihan hak atastanah secara clibawah ta,gan yakni didepan Kepara Desa / Lurah, ser-ringgahal ini bertentangan dengan Pasal 37 Peraturan pemerintah No. 24 tahu,7997, demikian juga halnya juga masih ba,yak masyarakat vang ticrak dapatmembuktikan perorehan l-rak atas tananya/aras l-rak yang dijadikan dasarpellguasaan tanah secara beruntun.
Pemohon pendaftaran tanah tidak rnempunyai / n-rere.gkapi suratPemberitahuar-r pajak Terutang pajak Bumi do,-, trur-,grnar-r (sppr_pBB), olehkarena sipemohon beranggapan NJop tanarr yur-,g iirrohonkan dirasaka,terialu mahal.
untuk memecarrkan masalah yang ada daram peraksanaan pe,ciaftaranta.ah, tidak ha.ya sekeclar memperingan biaya yang harr_rs ditanggu.g orehpemegang hak atas tanah, aka. tetapi juga merakukarl upaya terp:rdu ,argrnelibatkan pemerintah bersama rakyat sekarligus rnelalui per_rveleltggaraanProyek Operasi Nasionai Agraria (pRONr\) dan L.\RASITA
Program pemerintah dalam menvelenggarrakan per-rdaftaran tanah baik secararutin maupun Prona di Propinsi l)aeral-r Istimerva yogvakarta beiu,-rlal-r
melrcapai tujuannya, karena luas Pr opinsi Daeral-r Istimewa yogvakarta 3.1g5,g0








setelah diketahr-rinya fal<tor pert5;h.rrlbat p-'e laks;rnaan pe-ntlaft;lra, tan;rir baik rjaripihak masvarakat tnaupun clari pii-,;rk pt'rneriirtah, ]re.rc1ak*r,a clicark.ir jalan kclirar.Jik;r faktor penglra,rbat dirnaksrttl clatarg*ya rlari pihak irel,egans hak at.s ta..h,herrdakr-rva pihak pemeriutah 1';rr-,-g dalam l-ral irii I3pN clapat mer-i\,,errpur,aka,.rrzr
clan tetap berpedornan pacla Peraturan Iremcrintah No. ?4 tal_rur-r 1g97, dattketepti_rarpyang rnengatnr te.tang biava van;; ciitar-rgglillg c1arla,r pelarksanaa. pre11fl;1ft,1ran tanah,
7.
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baik tentang penetapan uang pemasukan,biaya administrasi dalam rangka pemberian
hak atas tanah, Perlu adanya penyuluhan hukurn / sosialisasi secara terpadu dengan
instansi lainnya, khususnya yang menyangkut pelaksanaan pendaftaran tanah,
disamping penyuluhan yang dilakukan secara tersendiri oleh pihak BPN. Dengan
demikian masyarakat paham tentang arti pentingnya sertifikat hak atas tanah dan
juga mengetahui bagaimana proses/mekanisme serta pihak-pihak yang terlibat
d.alam pelaksanaan pendaftaran tanah dan Hendaknya pihak BPN tidak menerima
pensertifikatan hak atas tanah yang dilakukan melalui perantara, karena berkaitan erat
dengan bertambah besarnya biayayang dengan demikian dirasakan terlalu tinggi dan
sangat memberatkan untuk ditanggung oleh pemegang hak-
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l'elaturan Pernerintah No. ?4 Tahritr 1997 Tentang Per-rdaftaran Tanah
Ir,".:iiltr-rr;rn Pemerint;'rh No. 46 Tahun 2002 Tentang Biava I'erubal^Lan Data Yuriciis
Perrtanah;ln
I(t;.rrrti:san iv{enteri l(euangan No. Kep-09/WJl..12/8D.05/2003 Tentang Basarnva
Nilai l'eroleiran Obvek Pajak'ficlak Kena Pajak
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